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PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga buku ajar yang berjudul "Figh (Hukum) Perbankan
Syariah: Pendekatan Teoretis, Akad Kontemporer, dan Implementasi Perbankan"
ini dapat terselesaikan. Buku ini disusun sebagai respons atas kebutuhan literatur
akademis yang komprehensif di bidang perbankan syariah, sebuah sektor yang
menunjukkan perkembangan pesat baik di Indonesia maupun di kancah global.
Urgensi penulisan buku ini didasari oleh dinamika inovasi produk keuangan syariah
yang terus berkembang, menuntut pemahaman yang tidak hanya bersifat praktis,
tetapi juga berakar kuat pada landasan teoretis dan filosofis figh muamalah.
Tujuannya adalah untuk menyajikan sebuah panduan yang sistematis bagi mahasiswa,
akademisi, dan praktisi untuk memahami kerangka kerja hukum Islam dalam aktivitas
perbankan modern, mulai dari konsep dasar hingga isu-isu kontemporer yang relevan

dengan era digital.
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KATA PENGANTAR

Buku ajar ini dirancang untuk menjadi jembatan antara khazanah
intelektual Islam klasik dengan kompleksitas industri perbankan syariah di abad
ke-21. Harapan penulis, para mahasiswa dan pembaca tidak hanya mampu
menghafal definisi atau mekanisme akad, tetapi juga dapat mengembangkan
daya analisis kritis untuk mengevaluasi kesesuaian produk perbankan dengan
prinsip-prinsip syariah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi selama proses penulisan.
Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada
Allah Swt berkat dan karunia-Nya, dan juga kehendaknya penulis dapat
menyelesaikan buku ajar ini dengan baik dan benar. Atas bantuan dan dukungan
semua pihak dalam proses penyelesaian buku ajar ini. Oleh karena itu penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag, Bapak
Prof. Dr. Muhammad Istan, MM, Bapak Prof. Dr. Muhammad Syukri Albani
Nasution, MA, Bapak Prof. Dr. Andri Soemitra, M.A, Bapak Prof. Sukiman, M.Si,
Bapak Dr. Busman Edyar, M.A, Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., M.A, Bapak Dr. Syahrial
Dedi, M.Ag, Bapak Dr. Yusrizal, M.Si,, Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A, Ibu Maryam
Batubara, Ph.D, Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Dahlansyah (Alm) dan
Ibu Juhana Murni (Alm), orang hebat yang selalu menjadi penyemangat bagi
penulis, yang tidak berhenti memberikan kasih sayang, nasehat serta motivasi
kepada penulis, terimakasih kepada istriku Molis Sayani dan anak-anakku
Muhammad Raja Al-Fath, Muhammad Panji Maulana, Annisa Azkadina Khansa
dan Hanna Khalisa Mufida yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik
secara moral maupun material serta terimakasih kepada sahabat-sahabat
sekalian yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis,
sehingga penulis bersemangat dalam mengerjakan buku ini.

Dalam penulisan buku ajar ini, penulis menyadari bahwa masih ada
kekurangan dalam penulisan dan penyusunan. Oleh karena itu penulis
mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca
untuk menyempurnakan isi dan cara penyusunan buku ajar ini. Penulis juga
berharap buku ajar ini juga dapat memberikan manfaat rahmatan lil'alamin
(berkah untuk alam semesta), bagi semua pihak yang membutuhkan referensi.
Terkhusus untuk membantu Program Nasional (PRONAS) Pemerintah Indonesia
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di Bidang Ekonomi dan Perbankan Syariah dalam mewujudkan Indonesia EMAS
pada Tahun 2045. Semoga karya sederhana ini memberikan manfaat yang
berkelanjutan bagi pengembangan ilmu ekonomi dan perbankan syariah di
Indonesia.
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BAB 1: PENGANTAR FIQH MUAMALAH
DAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan tujuan fundamental dari
Figh Muamalah.

2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip universal yang mendasari setiap
transaksi dalam hukum Islam (Al-Uqud).

3. Menganalisis perbedaan esensial antara kerangka Figh Muamalah
dengan sistem hukum perdata konvensional.

4. Menguraikan hierarki dan kedudukan sumber hukum yang membentuk
regulasi perbankan syariah di Indonesia.

5. Menjelaskan peran strategis Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan
Fatwa DSN-MUI.

6. Mendefinisikan dan menganalisis dampak ekonomi dari larangan utama
dalam keuangan syariah, yaitu riba, gharar, dan maysir.

7. Membedah studi kasus mengenai proses transformasi dari bank
konvensional menjadi bank syariah.

Pendahuluan

Pernahkah Anda mempertanyakan mengapa sistem keuangan
membutuhkan sebuah alternatif yang berlandaskan pada nilai-nilai etis dan
spiritual? Di tengah dominasi sistem ekonomi konvensional, perbankan syariah
hadir bukan sekadar sebagai produk komersial, melainkan sebagai manifestasi
dari sebuah pandangan dunia (weltanschauung) yang integral. Sistem ini
berakar pada Figh Muamalah, yaitu disiplin ilmu hukum Islam yang mengatur
hubungan antarmanusia dalam aspek keperdataan, khususnya yang berkaitan
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dengan perolehan dan pengelolaan harta. Kehadirannya menantang asumsi-
asumsi dasar dalam keuangan modern, terutama terkait konsep bunga,
spekulasi, dan ketidakpastian.

Memahami Figh Muamalah adalah kunci untuk membuka gerbang
pemahaman terhadap seluruh arsitektur perbankan syariah. Disiplin ini
menyediakan kerangka kerja etis dan yuridis yang memastikan bahwa setiap
transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, transparan, dan
produktif bagi perekonomian riil (Seftiani et al., 2025). Prinsip-prinsip seperti
keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan menjadi fondasi yang
membedakannya secara fundamental dari sistem hukum lain yang mungkin
lebih berorientasi pada keuntungan material semata.

Di Indonesia, kehadiran perbankan syariah telah melalui perjalanan
panjang hingga mendapatkan legitimasi hukum yang kuat. Eksistensi Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak
sejarah yang memberikan kepastian hukum dan landasan operasional yang
kokoh bagi industri ini (Wahid et al., 2025). Regulasi ini tidak berdiri sendiri,
melainkan ditopang oleh sumber hukum primer Islam, yaitu Al-Qur'an dan
Sunnah, serta produk ijtihad kontemporer yang diformulasikan oleh para ulama
melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
(Zikra et al., 2024).

Keunikan sistem perbankan syariah terletak pada larangan-larangan
fundamental yang menjadi pilar utamanya. Larangan riba (bunga) menjadi
pembeda yang paling menonjol, karena menolak sistem penambahan atas pokok
utang yang dianggap eksploitatif (Ayad et al., 2025). Selain itu, sistem ini juga
secara tegas melarang adanya gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan
maysir (perjudian), yang mendorong terciptanya transaksi yang lebih jelas,
terukur, dan terhindar dari spekulasi yang merugikan (Candrawati & Robbani,
2025).

Bab ini akan mengantar pembaca untuk menyelami konsep-konsep dasar
tersebut. Pembahasan akan dimulai dari fondasi teoretis Figh Muamalah,
menelusuri kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia, hingga menganalisis
pilar-pilar larangan yang membentuk karakteristik unik keuangan syariah.
Melalui pemahaman yang mendalam terhadap dasar-dasar ini, pembaca akan
memiliki bekal yang kuat untuk memahami berbagai produk dan mekanisme
akad perbankan syariah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.
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1.1 Konsep Dasar Figh Muamalah dalam Ekonomi
Islam

Figh Muamalah berfungsi sebagai tulang punggung dari seluruh aktivitas
ekonomi dalam Islam, menyediakan sebuah kerangka kerja yang komprehensif
untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan
etika (Safitri et al., 2023). Pemahaman mendalam terhadap konsep ini menjadi
prasyarat mutlak sebelum melangkah lebih jauh ke dalam seluk-beluk produk
perbankan syariah. Konsep ini bukan hanya sekumpulan aturan yang kaku,
melainkan sebuah sistem dinamis yang bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan (maslahah) bagi seluruh umat manusia. Setiap aturan yang
terkandung di dalamnya memiliki justifikasi rasional dan tujuan yang luhur,
yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan seimbang.

Penerapan Figh Muamalah dalam perbankan modern merupakan sebuah
ijtthad kontemporer yang monumental (Arfan et al., 2024). Para cendekiawan
muslim modern berupaya menerjemahkan prinsip-prinsip yang telah berusia
ribuan tahun ke dalam konteks institusi keuangan yang kompleks. Proses ini
melibatkan analisis mendalam terhadap esensi setiap akad klasik untuk
kemudian diadaptasi menjadi produk-produk yang relevan dengan kebutuhan
zaman. Oleh karena itu, perbankan syariah bukanlah sekadar "bank tanpa
bunga", melainkan sebuah institusi yang operasionalnya secara holistik
didasarkan pada prinsip dan etika muamalah Islam.

1.1.1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Figh Muamalah

Figh Muamalah secara etimologis berasal dari kata figh yang berarti
pemahaman mendalam, dan muamalah yang merujuk pada hubungan atau
interaksi antarmanusia. Secara terminologis, Figh Muamalah adalah
pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang digali
dari dalil-dalil terperinci, yang mengatur tentang cara bertukar manfaat di
antara manusia (Seftiani et al., 2025). Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup
seluruh aspek hukum keperdataan seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-
piutang, kerja sama bisnis, jaminan, dan berbagai bentuk akad lainnya yang
menjadi dasar produk perbankan syariah.

Tujuan utama Figh Muamalah adalah untuk menjaga harta agar diperoleh,
dikelola, dan didistribusikan dengan cara yang benar dan adil, sejalan dengan
prinsip magqashid syariah (tujuan-tujuan luhur syariat Islam). Prinsip ini
mencakup perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan manusia, yaitu
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agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz
an-nasl), dan harta (hifdz al-mal) (Faizin & Djayusman, 2023). Dengan demikian,
setiap transaksi dalam Figh Muamalah tidak hanya dinilai dari aspek legalitas
formalnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap pencapaian tujuan-tujuan luhur
tersebut.

1.1.2 Prinsip-Prinsip Umum Berakad (Al-Uqud)

Aktivitas muamalah berpusat pada konsep akad ('aqd), yaitu ikatan atau
perjanjian antara dua pihak atau lebih yang melahirkan konsekuensi hukum.
Terdapat beberapa prinsip universal yang harus dipenuhi dalam setiap akad
agar dianggap sah menurut syariah. Pertama, prinsip kerelaan (‘an taradhin
minkum), yang berarti setiap akad harus didasarkan pada kesepakatan sukarela
tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Mursekha et al., 2024). Prinsip ini
menjamin kebebasan berkontrak bagi setiap individu.

Kedua, prinsip kejelasan (al-wudhuh), di mana objek dan ketentuan akad
harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian (gharar) yang dapat
menimbulkan sengketa di kemudian hari (Islam, 2024). Ketiga, prinsip keadilan
(al-‘adalah), yang melarang adanya eksploitasi atau pengambilan keuntungan
yang tidak wajar dari salah satu pihak. Terakhir, prinsip legalitas objek, yaitu
objek yang ditransaksikan haruslah halal dan memiliki manfaat menurut syariat
Islam.

1.1.3 Perbedaan Mendasar Figh Muamalah dengan Hukum Perdata
Konvensional

Perbedaan paling fundamental antara Figh Muamalah dan hukum perdata
konvensional terletak pada sumber hukumnya. Figh Muamalah bersumber dari
wahyu Ilahi (Al-Qur'an dan Sunnah) serta ijtihad ulama, sehingga memiliki
dimensi spiritual dan pertanggungjawaban di akhirat (Khan, 2025). Hukum
perdata konvensional, di sisi lain, bersumber dari produk pemikiran manusia
(positivisme hukum) yang dapat berubah sesuai dengan kesepakatan sosial dan
politik.

Perbedaan sumber ini melahirkan perbedaan karakteristik yang
signifikan. Figh Muamalah secara tegas melarang riba (bunga), sementara
hukum konvensional melegalkannya sebagai kompensasi atas waktu (time value
of money). Figh Muamalah juga melarang transaksi atas objek yang haram
(misalnya, alkohol), sementara  hukum  konvensional cenderung
membolehkannya selama tidak melanggar hukum positif negara (Abdirimov,
2025). Selain itu, Figh Muamalah menekankan pada prinsip bagi hasil dan risiko
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(profit and loss sharing), yang mendorong keterkaitan antara sektor keuangan
dengan sektor riil, sebuah konsep yang tidak menjadi fokus utama dalam sistem
perbankan konvensional.

Analogi: Bayangkan Figh Muamalah sebagai sebuah sistem operasi
(operating system) untuk kegiatan ekonomi. Sistem operasi ini memiliki kode
etik bawaan yang secara otomatis menyaring aktivitas yang dianggap "virus"
bagi perekonomian, seperti riba, gharar, dan maysir. Sementara itu, hukum
perdata konvensional dapat diibaratkan sebagai sistem operasi yang lebih
terbuka, di mana "virus" tersebut tidak dilarang secara inheren dan hanya diatur
agar tidak menyebabkan kerusakan sistem secara total. Keduanya bertujuan
untuk menjalankan aplikasi (transaksi ekonomi), namun Figh Muamalah
memiliki fitur keamanan etis dan spiritual yang terintegrasi sejak awal.

1.2 Dasar Hukum dan Kerangka Regulasi
Perbankan Syariah di Indonesia

Apakah sebuah bank dapat beroperasi hanya berdasarkan kitab-kitab figh
klasik? Tentu tidak. Agar dapat berfungsi dalam sebuah negara modern,
perbankan syariah memerlukan sebuah jembatan yang menghubungkan
prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum positif negara. Di Indonesia,
jembatan ini dibangun melalui sebuah arsitektur regulasi yang unik dan berlapis,
yang mengakomodasi sumber hukum Islam dan hukum nasional secara sinergis.
Kerangka ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri sekaligus
jaminan bagi masyarakat bahwa operasional bank syariah benar-benar diawasi
dan sejalan dengan prinsip syariah (, H. et al., 2025).

Tanpa adanya regulasi yang kuat, perbankan syariah akan rentan terhadap
risiko hukum dan krisis kepercayaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap
dasar hukum dan kerangka regulasi ini menjadi sangat penting bagi siapa pun
yang ingin berkecimpung di dunia keuangan syariah. Regulasi ini tidak hanya
mengatur aspek operasional, tetapi juga tata kelola, pengawasan, dan
mekanisme penyelesaian sengketa, yang semuanya dirancang untuk menjaga
integritas dan stabilitas industri perbankan syariah.

1.2.1 Sumber Hukum: Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad Kontemporer

Sumber hukum primer dan tertinggi bagi perbankan syariah adalah Al-
Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum, seperti
larangan riba secara tegas dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279, serta anjuran
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untuk melakukan perniagaan secara adil. Sunnah, yang merupakan perkataan,
perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, memberikan contoh praktis
dan penjelasan lebih rinci mengenai berbagai jenis akad muamalah (Sufarid et
al,, 2025). Kedua sumber ini menjadi rujukan utama yang tidak dapat diganggu
gugat.

Namun, Al-Qur'an dan Sunnah seringkali memberikan pedoman dalam
bentuk prinsip umum. Untuk menjawab tantangan transaksi keuangan modern
yang tidak dikenal pada masa lalu, diperlukan ijtihad, yaitu pengerahan
kemampuan intelektual seorang ahli hukum Islam untuk menggali hukum dari
sumbernya. [jtihad kontemporer dalam konteks perbankan syariah dilakukan
secara kolektif oleh para ulama yang tergabung dalam lembaga-lembaga seperti
Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) di Indonesia (Rifai et al., 2022). Hasil ijtihad
inilah yang kemudian menjadi panduan teknis bagi operasional perbankan
syariah.

1.2.2 Eksistensi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Di Indonesia, titik balik pengembangan perbankan syariah terjadi dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang komprehensif
dan setara bagi bank syariah untuk beroperasi di samping bank konvensional.
Sebelum adanya undang-undang ini, payung hukum bank syariah masih
menginduk pada undang-undang perbankan secara umum, sehingga ruang
geraknya terbatas (Wahid et al.,, 2025).

UU Perbankan Syariah secara spesifik mengatur berbagai aspek, mulai dari
jenis-jenis akad yang dapat digunakan, mekanisme penghimpunan dan
penyaluran dana, hingga kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) di
setiap bank. Kehadiran undang-undang ini tidak hanya memberikan kepastian
hukum, tetapi juga menjadi penegasan dari negara mengenai pengakuan dan
dukungan terhadap sistem ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem
perekonomian nasional.

1.2.3 Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai
Sumber Hukum Positif

Salah satu keunikan dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia
adalah peran sentral Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, fatwa
yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bersifat mengikat bagi seluruh pelaku industri
perbankan syariah dan menjadi acuan bagi regulator seperti Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Fatwa ini berfungsi sebagai panduan teknis
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yang merinci bagaimana sebuah akad syariah harus diimplementasikan dalam
produk perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah (Zikra et al., 2024).

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI secara de facto telah menjadi bagian
dari hukum positif Indonesia di bidang perbankan syariah. Ketika sebuah fatwa
diterbitkan, fatwa tersebut akan menjadi rujukan bagi OJK dalam menyusun
Peraturan OJK (POJK) yang lebih teknis. Sinergi antara ulama (DSN-MUI) dan
regulator pemerintah (OJK) inilah yang menjadi kunci bagi terjaganya kepatuhan
syariah (syariah compliance) dalam industri perbankan syariah di Indonesia (, H.
etal., 2025).

Contoh Kasus: Sebuah bank syariah ingin meluncurkan produk
pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) dengan skema Musyarakah
Mutanaqgishah (MMQ). Sebelum produk tersebut dapat diluncurkan, bank harus
memastikan bahwa struktur akad, alur transaksi, dan dokumen hukumnya telah
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 73 /DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah
Mutanagqishah. Tim produk akan bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah
(DPS) internal bank untuk merancang produk tersebut. Selanjutnya, OJK akan
melakukan pengawasan untuk memastikan implementasi produk di lapangan
konsisten dengan fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK terkait. Jika terjadi
sengketa di kemudian hari, hakim di Pengadilan Agama akan merujuk pada fatwa
tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan hukumnya.

1.3 Falsafah dan Larangan Utama dalam Keuangan
Syariah

Mengapa harus ada keuangan syariah jika sudah ada sistem konvensional
yang mapan? Jawabannya terletak pada falsafah dasar dan pilar-pilar larangan
yang membedakannya secara fundamental. Keuangan syariah tidak dirancang
untuk menjadi sekadar tiruan dari keuangan konvensional dengan label
"syariah". Sebaliknya, ia dibangun di atas sebuah paradigma yang berbeda, yang
bertujuan untuk mencapai keadilan distributif, mendorong aktivitas ekonomi
riil, dan menghindari praktik-praktik yang dianggap merusak tatanan sosial dan
ekonomi (, M. et al,, 2025).

Falsafah ini diwujudkan melalui tiga larangan utama yang menjadi "garis
demarkasi” antara sistem syariah dan konvensional: larangan riba (bunga),
gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ketiga larangan ini bukan
sekadar aturan dogmatis, melainkan memiliki justifikasi ekonomi dan sosial
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yang mendalam. Memahaminya secara komprehensif akan membuka wawasan
mengenai mengapa struktur produk perbankan syariah dirancang sedemikian
rupa, yang pada dasarnya adalah untuk menghindari elemen-elemen terlarang
tersebut.

1.3.1 Larangan Riba (Bunga), Jenis-Jenis Riba, dan Dampak
Ekonominya

Riba secara bahasa berarti tambahan atau pertumbuhan. Dalam istilah
figh, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau
dalam pertukaran barang-barang tertentu (ribawi) tanpa ada padanan ('iwad)
yang dibenarkan syariah. Larangan riba adalah prinsip yang paling sentral dalam
keuangan Islam dan disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an (Ayad et al.,, 2025).
Secara umum, riba terbagi menjadi dua jenis utama: Riba al-Qardh (tambahan
atas pokok pinjaman yang disyaratkan di awal) dan Riba al-Buyu' (tambahan
dalam jual beli barang ribawi).

Dalam konteks perbankan, bunga bank konvensional dikategorikan
sebagai Riba al-Qardh. Dampak ekonomi dari sistem berbasis bunga antara lain
adalah kecenderungan terjadinya inflasi, alokasi modal yang tidak efisien (dana
mengalir ke peminjam yang sanggup membayar bunga tertinggi, bukan yang
proyeknya paling produktif), dan terciptanya ketidakadilan di mana pemilik
modal mendapatkan keuntungan pasti sementara pengusaha menanggung
seluruh risiko kerugian. Larangan riba mendorong sistem keuangan untuk
beralih ke skema bagi hasil (profit and loss sharing) yang lebih adil dan
berorientasi pada sektor riil.

1.3.2 Larangan Gharar (Ketidakpastian) dan Maysir (Perjudian)

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam
sebuah akad, baik mengenai objek, harga, maupun waktu penyerahannya, yang
dapat memicu perselisihan. Larangan gharar bertujuan untuk menciptakan
transparansi dan keadilan dalam bertransaksi. Contoh gharar adalah menjual
ikan yang masih di dalam laut atau buah yang belum tampak di pohon. Dalam
keuangan modern, unsur gharar sering ditemukan dalam produk-produk
derivatif yang sangat spekulatif (Candrawati & Robbani, 2025).

Maysir secara harfiah berarti perjudian, yaitu transaksi di mana salah satu
pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain, yang bergantung
pada suatu kejadian yang tidak pasti. Maysir dilarang karena keuntungan yang
diperoleh bukan berasal dari kegiatan ekonomi yang produktif, melainkan dari
transfer kekayaan secara untung-untungan. Larangan gharar dan maysir
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